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KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN-BANGKA SELATAN,

Menimbang

Mengingat

v

4

bahwa untuk meningkatkan aksesbilitas, peningkatan mutu
pendidikan dan menunjang pelaksanaan pembelajaran dilakukan
upava dengan titik berat pada peningkatan kesempatan
memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan good
governance dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kabupaten Bangka Selatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4768) ;

Undang Undang Nomor 20 Tabun 2003 temtang Sistem
Pendidikan Nasiomal {Lembaran Negara Republik indonesia

. Tabun 2003 pomor 78, Tambahan Lembaran Megara Republik

Indonesia Nomor 3031 ) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomorg 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4483) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8) ;
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. Memberikan Izin Operasional Kepada :

. Nama Sekolah . Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Negeri 1 Payung
Alamat :  Jalan Bemban Payung
Kepala Sekolah . Adam Malik, S.Pd

NIP. 19800721 200501 1 008

. Ketentuari lebih lanjut sebagai pelaksanaan Keputusan ini, akan

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. :

:Segalabiayayangﬁmbulakibatdimrbitkankepuhmnini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

mestinya.




